BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menyebabkan adanya kemajuan budaya, ilmu
pengetahuan serta teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya cara hidup
manusia. Ditinjau dari segi hukum, perkembangan cara hidup manusia salah satunya
juga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku yang berakibat pada permasalahan
di bidang hukum, termasuk pelanggaran hukum yang memprihatinkan saat ini adalah
tindak pidana narkotika, tindak pidana narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan
narcotic crime dan dalam bahasa Belanda disebut verdovende.*

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang jika
dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan.
Narkoba sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika
merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis
maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.?

Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor 44 Tahun 2008 disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.® Badan Narkotika Nasional sebagai
Lembaga Independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta trasparan dan akuntabel
dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan
dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan
kerjasama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan.*

Negara Indonesia melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya
pemberantasan dan pencegahan peredaran narkotika, ini disebutkan bahwa “Tujuan
dari pengaturan narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan
narkotika.”® Artinya, negara tidak hanya mengatur distribusi narkotika untuk
kepentingan medis dan ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan
warganya dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Keberadaan BNN baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara
langsung menjadi ujung tombak di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.®

BNN untuk tiap tingkatan perlu memaksimalkan fungsi dan perannya mengingat kasus
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penyalahgunaan dan peredaran narkotika selalu muncul, pelakunya justru ditemukan
untuk setiap usia dan stasus sosial mulai dari anak anak, dewasa, orang tua, terdiri
masyarakat ekonomi menengah ke atas dan rendah, masyarakat biasa dan pejabat
pemerintah. Kondisi ini mengkhawatirkan, apalagi pelakunya justru telah menyasar
anak-anak yang notabene perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus
pemerintah.’

Peran BNN dalam mencegah peredaran narkotika sangatlah komprehensif dan
melibatkan berbagai aspek mulai dari pencegahan, penegakan hukum, rehabilitas,
hingga edukasi masyarakat, melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
narkotika. Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana
narkotika.® BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab
dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
memperjelas struktur dan kewenangan BNN, termasuk pembentukan BNN di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23
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melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.® Dengan
demikian, keberadaan BNN di daerah, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan nasional yang terdesentralisasi agar
penanganan narkotika dapat menjangkau hingga ke tingkat lokal.

BNNK Labuhanbatu Utara memiliki tugas dan fungsi sesuai diatur dalam Pasal
2 dan Pasal 3 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. BNNK memiliki
tugas yaitu Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika dan juga memiliki fungsi Melakukan pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika serta pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang
Narkotika. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa kejahatan narkotika termasuk
sebagai kejahatan serius (particularly serious).®

BNNK Labuhanbatu Utara juga telah membentuk dan melatih 50 orang
Penggiat anti Narkoba di lingkungan Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat tahun
2023 yang turut membantu BNNK dengan memberikan informasi dan edukasi tentang

P4GN di Lingkungan masing-masing.!
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Dalam pantauan pendahuluan yang penulis lakukan, peredaran narkotika di
Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat tinggi dan berdampak di semua kalangan, baik
yang muda maupun yang tua, termasuk anak-anak sekolah hingga para pekerja, pada
tahun 2023 BNNK Labuhanbatu Utara juga melakukan razia penyalahgunaan
narkotika dan menemukan 15 orang positif narkoba dari 35 orang yang diperiksa di
dua lokasi warnet di wilayah Labuhanbatu Utara.!? Fenomena ini tidak hanya merusak
kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan
keamanan di wilayah tersebut. Peredaran narkotika yang semakin meluas di daerah
Labuhanbatu Utara telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, bahkan
hingga ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya dianggap aman dari ancaman
tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa narkotika kini tidak lagi sulit untuk
didapatkan justru sebaliknya, sangat mudah diakses oleh siapa pun, di mana pun,
termasuk di pelosok desa yang jauh dari pusat kota.'* Kemudahan memperoleh
narkotika di wilayah terpencil ini menjadi bukti nyata bahwa jaringan peredarannya
telah berkembang secara sistematis dan terorganisir. Para pelaku memanfaatkan
berbagai jalur, mulai dari transportasi darat, laut, hingga teknologi digital, untuk
menyebarkan barang haram tersebut tanpa mengenal batas wilayah. Akibatnya,
masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan pun ikut terpapar risiko penyalahgunaan

narkoba.
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Banyak kasus kriminalitas yang terjadi diketahui berkaitan erat dengan
penyalahgunaan narkotika, mulai dari pencurian, kekerasan dalam rumah tangga,
hingga tindakan-tindakan anarkis lainnya. Lebih memprihatinkan lagi, upaya
pemberantasan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan laju
peredaran narkoba secara signifikan.'* Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti
lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta adanya
oknum yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran tersebut. Selain itu, kurangnya
edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba di tengah masyarakat turut
memperburuk keadaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan
kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan,
tokoh masyarakat, serta organisasi non-pemerintah untuk bersama-sama memerangi
peredaran narkotika serta memperkuat ketahanan sosial diseluruh pelosok negeri
terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tanpa langkah serius dan berkelanjutan,
generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa bisa hancur oleh bahaya laten
narkotika yang terus mengintai.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara

(BNNK) dalam mencegah peredaran narkotika

14 https://kriminalgroup.com/2023/01/12/ini-peran-bnnk-labura-ditengah-masyarakat/



2. Bagaimana Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara
(BNNK) dalam upaya mencegahan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten
Labuhanbatu Utara

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu
Utara (BNNK) dalam mencegah peredaran narkotika.

2. Untuk mengetahui kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu
Utara (BNNK) dalam upaya mencegahan terhadap tindak pidana narkotika di
Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah:
1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan pedoman serta
pertimbangan untuk melaksanakan pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten
Labuhanbatu Utara. Serta hasil dari penelitian ini memberikan suatu pemikiran pada
perkembangan ilmu pengetahuan diaspek hukum terutama hukum pidana terkhususnya
peran badan narkotika nasional dalam melakukan upaya pencegahan peredaran
narkotika.

2. Manfaat Praktis
Sebagai pedoman bagi masyarakat agar mengetahui dampak negatif dari

penyalahgunaan dan peredaran narkotika.



E. Penelitian Terdahulu

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarisme terhadap
penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah mencapai visi dan misi badan
narkotika nasional Provinsi Sumatera Barat menggunakan strategi supaya
pelaksanaannya dapat terjalankan dengan baik dan berdasarkan analisis peneliti yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa badan narkotika nasional provinsi sumatera barat
sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan yaitu ketersediaan dana
dalam menjalankan program. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian
sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas pencegahan penyalahgunaan narkoba
dan terletak pada lokasi penelitian Sumatera Barat, Sedangkan penelitian sekarang
membahas tentang peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi
Sumatra Utara.®

Hasil dari penelitian ini adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang
berisi tentang edukasi dan imformasi dapat memberikan pemahaman yang tepat
sasaran kepada pelajar Kota Medan tentang bahaya narkoba sehingga pelajar kota
Medan mampu menguasai diri dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang
digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian. Jika dalam
penelitian sebelumnya menggunakan teori strategi komunikasi organisasi, dan

komunikasi Interpersonal sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori strategi
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mencegah peredaran narkotika melalui sosialisasi Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK).1°

Fungsi dan tugas nya humas BNN memanfaatkan media sosial Instagram
sebagai media untuk bersosialisasi. Pada penelitian sebelumnya menganalisis tentang
strategi komunikasi nya sedangkan pada penelitian yang sekarang yang di analisis
adalah Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara (BNNK) dalam

mengatasi masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.’
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